GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 37TAHUN 2013
TENTANG

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target dan
Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal;



Menetapkan

5.

2

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560),

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN

RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

(1)

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera
Selatan.
Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian
suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan,
proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB i

RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan
Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika.
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(2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang
berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB lil
PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

(1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah

Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan

dasar nasional.

(2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah
diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan
serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4

(1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan
dalam menyusun perencanaan dan  penganggaran

penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.

(2) Penetapan  pencapaian  Standar Pelayanan  Minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.

(4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.



BAB VWV
PELAPORAN
Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
menyampaikan laporan umum tahunan Kinerja penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui
Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan  Gubernur ini
dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat
Daerah Provinsi dan secara teknis dilaksanakan Biro Organisasi
dan Tatalaksana.

BAB Vi

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
,padatanggal 11 Okteber 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Okteber 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 37



LAMPIRAMN

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 37 TAHUON 2013
TANGGAL 11 OKTOBER 2013
CAPAIAMN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN
PELAYANAN DASAR CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAMN SPI
CARRCE S CAPAIEN e TAHUM 2013 TAHUM 2014 TAHUMN 2015 TOTAL REMCANA eterangan
INDIKATOR MASIONAL 2012 (%) TARGET TARGET RENCANA TARGET RENCANA PEMBIAYAAN
Wi P
%) TAKTU %) PROGRAM/ KEGIATAN | RENCANA PEMBIAYAAN %) PROGRAM/ KEGIATAN PEMBIAYALN %) ROGRAN, KEGIATAN EIARIAY AN
2 3 4 5 & 7 B 5 10 11 13 13 14 15 1B
Tersedianya angkutan umum yang Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan
mietayan wilzvah yang telzh tarsedla LAY [ PEN) LLAJ LAPBM) LA [APEN) [Hkaloda Oleh Perusahaan
jaringan jalan untuk jaringzn jalan 100,60 2014 B3SO | 10,50 20.000.000.000 g £0.000,000.000 10 20.000.000.000 000000 Swasta atau Perseorangan
Pravinsi
Tersedlanya terminal anghutan Program Pengembangan Frogram Pengembangan Program Pangembangan
penumpeng tipe A pada setiap Provins LLAJ [AFBERN] LLAJ |APEMN) LLAJ [APEN] K
wntuk melayant angkutan Lmum delam | 100,00 M4 5333 | 4587 20,000.000.000 100 20.000.000.000 100 20.000.000.000 60.000.000.000 Eﬂﬂﬂ”.ﬂn_ Kementerian
trayek
Tersedianya fasifitas perlengkapan jalan Pengadaan dan Pengadaan dan Pengadaan dan
[rambu, maria dan guardrill) dan Perasangan Fasilitas Pamasangan Fasilitas Pemasangan Fasilitas
penerangan [alan umum (P} pada Keselamatan LLAJ Risas Keselamatan LLAJ Ruas Keselamatan LLAJ Ruas
Jalan Provinsi Jakan {Kab.M.Enim, lialan |Kab.Muba, Faskes Jzlan (Kab.huba, Faskes
Faskas dalam kota LLAJ i Kota Palembang, Liad di Kota Palembang,
Palembang, Faskes Jakan Faskes Kab. PALL, Faskes Faskes Kab. PALL, Faskes
50,00 014 B423 | -24,23 75 |Palembang -TAR, Faskes 4.850,000.000 B JLLAJ di Kota Pagaralam, 4.275.000.000 100 |LLAJ di Kota Pagaralam, 11.000.000.000 20.125.000.000
di Kab. Lahat) |Faskes LLAJ di Kak. OKI) Faskes LLAJ &l Kab, ORI}
Tarpenuhinya standar keselamatan bagi |Pelaksanazn Pelaksanaan Pelaksanaan
|anghkutan umum yang melayani trayek |Pengawasan, Penertiban Pengawasan, Penertiban Pengawasan, Panertiban
fantar Kota Dalam Prowingl (AXDF] |Perizinan dan Laik lalan Perizinan dan Lalk Jzlan Perizinan dan Lalk Jalan
106,00 2014 8250 | 10,50 gy |Kend.Bermotor 2,500.000.600 an  |Kend.Bermaotor 3.000.000.000 100 |¥end Bermotar 2,500.000.000 .000.000.000
Tersedianya 500 yang memdlik Fragram Lalk Jakan Frogram Laik Jakan Pragram Lalk lalan
kormpetensl sebagal pengawas kelalzan Kandaraan Bermobor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
kendaraan pada perusahasn angkutan [APBM] N [APEM] |APRHN) Belurn adanya Formasl CPNS
wrivam, pengelola tarminal, dan 104,00 2014 B500 | 1500 50 1.000,000,000 50 2.000.000.000 100 2.000.,000.000 5,000.000.000 il Prsis] hersabust
pengedola perlenghapan falan
Tersediarya angkutan sungal dan danau Program Pangembangan Program Pangembangan Program Pengembangan
untuk relayan jaringan trayvek antar LLASDP (A FaN) LLASDP {APEN] LLASDIP (APEM)
Kabupaten/Kota dalam Pravinsi pada Dikedola Oleh Peresahann
B0 A .000.003.000 175.850.
wikiyah yang tersedi alur pelayaean 75,00 014 6210 | 1240 75 55,590.000.000 50 G0U000,000.000 100 &0,0030 5.B00.000.000 Swatts 3k P angan
sungal dan danau yang dapat dilayar
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| Tersedianya pelabuhan sungai dan
danau untuk melgyani kapal sungal dan

Pragram Pengambangan
LLASDS

Pembanguna Dermaga
Pula Kemaray, Dermaga

Pembanguna Dermaga
Pulz Kemarau, Dermega

danau yang beroperasi pada jaringan BKB, Dermaga Kampung BKE, Dermaga Kamgung
trayek antar Kabupaten/Fota dalam Kaplten Kapiten
4 0000000 L B08.000.
Srovinsi pada wilayak yang tersedia alur E0,00 2014 45,50 14,50 85 B08.000.000 B0 B000.030.000 100 0.000 12.8 D00
pelayaran sungal dan danau vang dapat
dilayari
8 |Terpenuhinye standar kesalamatan bagi Program Peningkatan Pragram Peningkatan Program Peningkatan
kapal sungai dan daneu yeng beroperas| Penyelenggaraan, Pamyelenggarasn, Fenyelanggaraan,
pada trayek antar Kabupaten Kot Pembinaan dan Fambinaan dan Fambinaan dan
dalam Provins Pengawasan Pelayanan Pengawasan Palayanan Pengawasan Pelayanan
100,00 2014 9662 | 3,38 100 {ASDF dan Laut [APEN) 3.600.000.000 100 |psop gan Laut §5.000,000 100 |xenp dan Laut 75.000.000 ,740.000.000
& [Tersediamya 308 yang memiliki Program Paningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
kompetensl sebagal awak kapal Penyelenggaraan, Penyelanggaraan, Penyelenggaraan,
anghutan sungal dan danau Pembinaan dan Pembinean dan Pembinzan dan
Pengewasan Pelayanan Pangawasan Pelayanan Pangawasan Pelayanan Bekum adanya Formasi CONS
100,00 04 9652 | 338 100 |ASDP dan Laut £.000.000,000 100 |A%TP dan Laut [APEN] 500,000,000 100 |ASDP dan Laut (APEM) G.000.000.000 18000000000 | o poslsl tersahut
10 [Tarsedianya kapal penyeberangan yang Program Peningkatzn |Program Peningketan PFrogram Peningkatan
heroparasi pada firtas antar Paryelenggaraan, Penyelenggaraan, Pemyelenggaraan,
Kabupaten/®ota datam Pravins| yang Pamblnaan dan Pembinaan dan Pemblnaan dan Dikedola Oleh Perusahaan
rrenghubungkan jalan Frovins yang 75,00 2014 £331 | 2187 70 |Pengewasan Pelayanan 32.000.000.000 100  |Pengawasan Pelayanan | 32.000.000.000 100 |Pengswesan Pelayanan 32.000.000.000 56,000,000.000  |Swasta (PT, ASD?) atau
rerputies aleh perairan ASDP dan Laut ASDP dan Laut ASDP dan Laut Persearangan
11 (Tersedianya pelabuhan pada satlap Pragram Pengambangan Program Pengembangan Pragram Pengermbangsn
ibukota Proving dam ibuketa LLASDP [APEM] LLASDP [APBN] LLASDE (APBN) Kewenangan dimilikd oleh
Kabupaten/Kota yang memiliki Karnurteclan Perhu "
pelayanan anghutan penysberangan 75,00 w1 | eEE7 | w3z | T 404.000,000.000 100 400.000.000.000 | 200 400.000.000.000 | 1.300.000.000.000  |fdalsm hal ini diberikan
vang beroperasl pada lintss antar kepada Kantor Syshbandar
Kabupaten/Kota dalam Provins dan A han}
tidak ada alternatif jalan latw
12 |Terpanuhinya standar keselamatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
kapal dengan ukursn di bawsh 7 GT dan Penyelenggaraan, Pernyelenggaraan, Penyelenggaraan,
kapal yang beropearesi pada lintas Permbinaan dan Pembinaan dan Pembinaan dan
panyebarangan antar Kabupaten/Kota Pengawasan Pelayanan Pengawasan Pelayanan Pangawasan Pelayanan Kewenangan Dimiliki cleh
dalam Frovinsk. 100,00 1014 5000 | 1000 | 100 IASDFdanlaut 2.160.000.000 j00  |ASDF dan Laut 2.160.000.000 100 |ASDP dan Laut 2160000000 £,480.000.000 Dinas Perhubungan Kabupaten
(Pengelolaan Dilakukan |Pengelolaan Dilakukan (Pengelolazn Ditakukan di |fKats
i kabupaten Kota) i Kabupaten Kota) Kabupaten Kota)
13 |Tersedianya SO0 yang memiliki Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
kompatensi sehagal awak kapal Penyelenggarann, Penyelenggaraon, Penyelanggaraan,
penryeberangan dengan ukuran i Pernbinaan dan Peanbinaan dan Perbingan dan ben
gelolaan dilzkukan oleh
nawah 7 GT Pengawasan Pelayanan Pengawasan Palayanan Pengawasan Pelayanan
36000000, D000 Peru .
100,00 2014 0,00 10,00 100 ASDE dan Laut (AZBN) 3.600,000,000 100 A5OP dan Laut [APSM) 300,000,000 100 S0P dan Laut (APBH) 000,000 10,800 sahaan Swasta (FT, ASDF}

atal Perseorangan




14 |Tersedlanya kapal laut yang beroperas Program Peningkatan —nqﬂm_d._._._ Peningkatan Program Peningkatan
pada lintas antar KabupatanKota Paryelanggaraan, Penyalenggaraan, Perryelenggaraan,
dalam Provinsl pade wilayah yang Perbinzan dan Pemmbinaan dan Pambinaan dan
memiliki alur peleyaran dan tidak ada Pengawasan Pelayanan Pengawasan Pelayanan Pengawasan Pelayanan pengelolaan dilakukan oleh
alternatif [akan 100,00 2004 | 20000 | o0 1pg  [ASDP dan Laut (APBN] 2.068.000,000,000 100 |ASCPdanleut(APBM) | z,0p8.000.000000 |  10p  |ASDP dan Laut (APBN] 2.088.000,000.000 | 6.264.000.000,000 |Perusshasn Swasta stau
Persearangan
15 |Tersedlanya dermags pada satlap Program Pengembangan Pembangunan Permbangunan Pelabuhan
ibukata Provine dam [bukota LLasDe Pelabuhan Laut Tanjung Laut Tanjung Apl-apl
Kabupaten/lota untuk melayan| kapal Agi-apl Kewenangan dimliiki oleh
lzut yang beroperasl pada Bntas trayek Kementerian Perhubungan
ﬁw_._._wq Kabupaten/Kota dalam Fravins 100,00 pival i 45,50 54,50 70 T2.800,600,000 100 20.000.000.000 100 9.000.000.000 104.800,600.000 [dalam hal Inl diberikan
|pada wilayah yang memiliki alur _ kepada Kantor Syahbandar
pelayaran don tidak ads elternatf dan Otorltas Pefabuhan)
angkutan Jalan
18 {Terpanuhinya standar keselamatan Program Peninghatan Program Penlngkatan Program Paningkatan o
kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan Penyalenggaraan, Panyelenggarsan, _um...____.n._msnnmﬂﬁn._ Kawenangan dimili cleh
kapal yang beroperasl antar Pembinaan dan Pembinaan dan Pemiinaan 2an kamantaran Parhubungan
KabupatenKot dalam Provins| Pengawasan Pelayanan Pengawasan Pelayanan Pengawasan Peloyanan
100,00 2014 90,00 | 10,00 100 | senp dan Laut (APEN] 2,160.000.000 100} 5o dan Laut (APEN] 2.160.000.000 100 | nenp dan Lauk (APBN) 2.180.000.000 6.4B0.000.000 [dalarm hal Inl diberlkan
kepada Kantor Syahbandar
dan Otoritas Pelabuban)
17 |Tersedianya SOM yang memitikl Program Peningkatan Program Penkngkatan Program Peningkatan
kampetens sebagal awak kapal untuk Permyelenggaraan, Penyelenggarazan, Panyelenggaraan,
Pembi da
wd_..m.___nﬂﬂ_._ laut dengan ukuran di bawah w“”_a__.i-”an“”_u__i:!.._ H__...__._mﬂ_“““”_.._n_w”_%-:ma _u”s =Um”._ n”_g__m:mu_ Pengaloiann dilskukan oleh
Bawas {"engaumaar 600,000,000 10,800,000,
m 100,00 o4 90,00 10,00 100 ASOP dan Laut (APEN) 3.600.000.000 100 ASOF dan Laut [APEN] 3.600,000.000 100 509 dan Laut (APBN] 3,500 L0000, GO0 Parusahaan Swasta atau
Parsearangan
! |
JUMLAH _ 2.71E,968.600.000 u LE74.860.000.000 u.nmu.gm.ﬁon.g B.060.923,600.000




